BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

Akun - akun yang terdapat pada laporan laba rugi tersebut
beberapa sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun
terdapat beberapa beban yang masih tidak tepat . Berdasarkan
analisis diatas, terdapat akun-akun pada laporan laba rugi yang harus
diperbaiki. Akun-akun tersebut yaitu:

1. Beban telepon terdapat beban telepon kantor dan pulsa karyawan
yang dibebankan sepenuhnya.

2. Beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan, beban penyusutan
mobil dan motor kantor, beban bunga kendaraan yang digunakan
serta dibawa pulang oleh direksi dan karyawan dibebankan
sepenuhnya.

3. Akun - akun beban yang mempunyai hubungan langsung dengan
usaha atau kegiatan untuk (3M) mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan pada laporan laba rugi perusahaan tahun
2014 terdapat beberapa aspek perpajakan yang belum dimasukan
diantaranya :

a. Beban pokok penjualan dalam beban tersebut terdapat
pembayaran atas jasa sewa forklift kepada CV. Tehnik Damai
dan jasa kuli untuk mengangkut barang dagangan.
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b. Beban pemeliharaan kantor pada beban tersebut terdapat biaya
yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan perawatan
terhadap pendingin ruangan ( service AC).

c. Beban pemeliharaan bangunan dalam beban tersebut terdapat
pembayaran atas jasa tukang bangunan.

d. Beban ekspedisi terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk membayar sewa mobil Grandmax kepada UD. Central
Diesel dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa
pengangkutan barang dagangan dari luar negeri.

4. Beban entertainment dilakukan koreksi fiskal positif karena
perusahaan tidak memiliki daftar nominatif maka pemagang

menyarankan agar perusahaan membuat daftar nominatif.

5.2 Keterbatasan
Keterbatasan yang dimiliki oleh pemagang dalam laporan ini
adalah kurangnya bukti — bukti transaksi atas komponen — kompenen

penyusun beban dalam Laporan Laba Rugi tahun 2014 perusahaan.

5.3 Saran

Dari simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan
adalah sebaiknya perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi
disusun berdasarkan peraturan perundang — undangan perpajakan

yang berlaku.
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